Tinjauan Islam terhadap Kebijakan BPJS dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan (Studi terhadap

Masyarakat di Kabupaten Polman) by Ramadan R, Nur
TINJAUAN ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN BPJS DALAM 
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN  
(Studi Terhadap Masyarakat di Kab. Polewali Mandar)  








Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Islam  
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 
UIN Alauddin Makassar 
 
OLEH : 
       Nur Ramadan R 




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama    : NUR RAMADAN R 
NIM    : 10200113008 
Tempat / Tgl. Lahir : Polewali Mamasa, 26 Februari 1995 
Jurusan   : Ekonomi Islam 
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam / Satrata Satu (S1) 
Alamat  : BTN Bakolu B1/3, Kabupaten Gowa 
Judul Skripsi               : Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS Kesehatan 
dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan (Studi Terhadap 
Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar) 
 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran skripsi ini benar 
adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan 
duplikat tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 
skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal dengan hukum. 
 
        Makassar, Juli 2018 
Penulis, 
 
       NUR RAMADAN R 







 Puji dan Syukur penulis Panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 
hidayah, taufiq, serta rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula salawat dan taslim senantiasa tercurah 
kepada Nabi Muhammad saw, pembawa risalah yang telah menuntun umat ke jalan 
yang lurus dengan ajaran Islam yang dibawanya.  
Dalam penyusunan skripsi ini hingga selesainya, penulis banyak mengalami 
kesulitan. Akan tetapi berkat usaha yang sungguh-sungguh dan adanya bantuan 
serta dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan itu dapat teratasi terutama kedua 
orang tuaku Ayahanda Ir. H. Ridwan dan Ibunda Hj. Tita, yang telah mengasuh 
dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang, serta memberikan restu dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat 
terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya serta penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si Selaku Rektor UIN alauddin Makassar 
beserta wakil Rektor I, II, III, IV 
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam beserta Wakil Dekan I, II, III atas segala fasilitas yang diberikan dan 
senantiasa memberikan dorongan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis. 
v 
 
3. Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag,. M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi 
Islam beserta Drs. Thamrin Logawali, MH selaku Sekretaris Jurusan 
Ekonomi Islam yang telah menjadi “pintu kemana saja” di setiap jalan buntu 
yang penulis hadapi, serta senantiasa memberi bimbingan dan nasehat 
selama masa studi. 
4. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. dan Ahmad Efendi, SE., M.Si. Selaku 
pembimbing I dan pembimbing II yang tulus ikhlas meluangkan waktunya 
dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. dan Mustofa Umar, S.Ag.,M.Ag. Selaku 
penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan saran yang 
membangun. 
6. Bapak, Ibu, dosen dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
UIN Alauddin Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu 
disini, yang tanpa pamrih dan penuh kesabaran berbagi ilmu pengetahuan 
selama masa studi. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan-Nya. 
7. Pegawai lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah 
membantu penulis selama menjalani masa studi. 
8. Saudara-Sandaraku tercinta, Afla Ma’sum dan Akmal Fauzan yang telah 
memotivasi, membantu penyusunan skripsi dan senantiasa mendoa’kan 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 
9. Seluruh keluarga tercinta, yang selalu memotivasi serta senantiasa 
mendoa’kan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.  
vi 
 
10. Sahabat-sahabat saya Muhammad Arif Rahmat, Fahrul Muhammad Noer, 
Fathuddin, M. Syafruddin, Dirga Pratama. Semoga Allah SWT senantiasa 
mengukuhkan Persahabatan kita. 
11. Terima kasih kepada Dwi Anggreni Puspita Sari, Sitti Nursanti Saleh, Ainun 
Qalbi Muthmainnah yang sudah banyak membantu dan memberi saran 
dalam penyusunan skripsi ini. 
12. Terima kasih kepada seseorang tersayang Sri Wahyu Ningsih yang telah 
setia menemani dalam penyelesaian skripsi ini. 
13. Teman-Teman KKN Angkatan 55 Posko Kelurahan Lanna Kecematan 
Parangloe Kabupaten Gowa, Rahmat Hidayat, Nirmayanti, Muh. Zaenal 
Ismail, Herti Ridha Astria, Misrad, Nur Fikriyah Irhashih, Muh. Irham, 
Fitriah, Sarah Sabdarifah terima kasih atas semangat dan motivasinya yang 
kalian berikan kepada penulis dan terima kasih atas hari-hari yang kita jalani 
selama kurang lebih 2 bulan, canda, tawa, dan tangis semuanya akan selalu 
membekas dalam hati.  
14. Seluruh saudara-saudari seperjuanganku keluarga besar jurusan Ekonomi 
Islam tanpa terkecuali, yang telah berbagi cerita dalam suka duka terutama 
Ekonomi Islam A angkatan 2013 yang namanya tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu. Semoga keberkahan-Nya dan kesuksesan selalu 
mengiringi kita semua.          
Atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis memohon doa 
kehadirat Ilahi Rabbi, kiranya jasa-jasanya memporoleh balasan di sisi-Nya dan 
semoga menjadi ibadah dan amal jariyah. Amiin. 
vii 
 
 Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis berharap skripsi ini dapat 
memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya penulis mengharapkan kritik 
dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun. 
Billahitaufiq Wal Hidayah 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
              Makassar,       Juli 2018 
       Penulis, 
 
       NUR RAMADAN R  






JUDUL ............................................................................................................... i 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................... ii 
PENGESAHAN ................................................................................................. iii 
KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. iv 
DAFTAR ISI …………………………………………………………………. vii 
ABSTRAK.......................................................................................................... ix 
BAB  I PENDAHULUAN   
A. Latar Belakang  .............................................................................. 1 
B. Rumusan Masalah  ......................................................................... 6 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .................................................. 7 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  ............................................ 8 
BAB II TINJAUAN TEORITIS 
A. Konsep Asuransi Syariah ............................................................... 13 
B. Konsep Jaminan Kesehatan Dalam Islam ...................................... 26 
C. Konsep BPJS .................................................................................. 29 
BAB III METODE  PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian ……………………... ....... 36 
B. Pendekatan Penelitian ……. .......................................................... 38 
C. Sumber Data  ................................................................................. 38 
D. Metode Pengumpulan Data.…………………………………… ... 39 
E. Instrument Penelitian  .................................................................... 40 
F. Metode Analisis Data  .................................................................... 41 
G. Pengujian Keabsahan Data ............................................................ 42 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum BPJS Kesehatan ............................................... 44 
B. Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS dalam Pelayanan Jaminan 




1. Mekanisme Pelayanan BPJS Terhadap Kesehatan  
Masyarakat .............................................................................. 48 
2. Implementasi Pelayanan BPJS Terhadap Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Menurut Islam ..................................................... 55 
3. Pandangan Islam Terhadap Sistem Pelayanan Jaminan Melalui 
Sistem Iuran................................. ........................................... 59 
4. Tinjauan Islam Terhadap Monopoli BPJS Kesehatan dalam 
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat.... ........................ 61 
BAB V PENUTUP ............................................................................................. 74 





Nama : Nur Ramadan R 
Nim : 10200113008 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Judul Skripsi : Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS dalam 
Pelayanan Jaminan Kesehatan (Studi Terhadap 
Masyarakat di Kabupaten Polman) 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelayanan jaminan kesehatan dalam 
Islam, sangat penting bagi seluruh masyarakat terkhusus bagi seorang muslim 
yang memakai jasa pelayanan jaminan kesehatan dalam kehidupan mereka yang 
dikaitkan dengan pelayanan dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah kebijakan 
BPJS dalam pelayanan jaminan kesehatan terhadap masyarakat, kebijakan BPJS 
dalam pelayanan jaminan kesehatan melaui sistem iuran, kebijakan BPJS terhadap 
sistem monopoli pelayanan jaminan kesehatan terhadap masyarakat, kebijakan 
BPJS dalam pelayanan jaminan kesehatan terhadap masyarakat dalam tinjauan 
Islam. 
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-
kata, gambar, dan kebanyakan bukan berbentuk angka. Data yang dimaksud 
meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, dan foto-foto. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, dengan pendekatan sosiologis 
peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan melalui wawancara sebagai 
teknik pengumpulan data, dengan pendekatan normatif membantu dalam 
mengkaji data menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-
Qur’an dan Hadist. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan BPJS kesehatan terhadap 
masyarakat sudah cukup baik dan memuaskan bagi kalangan masyarakat 
pelanggang BPJS sesuai dengan syari’at Islam, akan tetapi sebaik pelayanan BPJS 
kesehatan tidak diikuti dengan tingkat kemampuan masyarakat terhadap iuran 
bulan yang selalu dibebankan tiap tingkatan jaminan kesehatan yang diberikan 
kepada masyarakat. Menjadikan pelayanan BPJS Kesehatan belum sepenuhnya 
sesuai dengan pandangan Islam. Dalam iuran yang dibayarkan masih terdapat 
unsur yang di larang dalam Islam. 
 






A.  Latar Belakang 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, yang 
dimana kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara yang harus diperhatikan 
oleh pemerintah. Berbagai kalangan masyarakat menghadapi berbagai masalah 
kesehatan seperti keterbatasan akses layanan kesehatan. Dengan adanya perhatian 
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maka akan terwujud masyarakat yang 
makmur, sehat dan sejahtera. 
Dalam kehidupan modern sekarang ini setiap orang tidak dapat terhindar 
dari apa yang disebut resiko, baik menyangkut harta kekayaan maupun resiko 
terhadap jiwa dan kesehatan.1 Setiap orang akan mengalami sakit walaupun tidak 
mengetahui kapan akan sakit. Setiap orang akan meninggal dunia walaupun tidak 
tahu kapan waktu dan tempatnya. Resiko-resiko tersebut ada yang dapat 
diperkirakan seperti sakit, kecelakaan, cacat, atau meninggal dunia.  
Asuransi atau jaminan sosial timbul karena kebutuhan manusia. Seperti 
telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia 
selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, 
tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta 
                                                          




benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu 
apa pun, namun manusia hanya dapat berusaha.2 
Jaminan sosial diambil atas dasar pertimbangan bahwa negara adalah 
bertanggungjawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum muslimin antara satu dengan 
yang lain adalah saling menjamin dan saling membantu. Islam mewajibkan negara 
untuk menjamin kehidupan setiap rakyatnya. Negara berkewajiban menyediakan 
akses-akses mendapatkan penghidupan yang legal bagi semua rakyat, 
menyediakan lapangan pekerjaan yang terhormat, membuka kesempatan untuk 
ikut berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bisa memberikan 
keuntungan dan kebaikan kepada meeka. Sehingga, mereka bisa mendapatkan 
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan, 
kemudian meningkat kepada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap 
(tersier) sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.3  
Keberpihakan kesejahteraan rakyat oleh pemerintah merupakan bagian 
dari konsep negara kesejahteraan dimana negara atau pemerintah tidak semata-
mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul 
tanggungjawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, 
dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4 
Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai salah 
                                                          
2 Ganie Junaidi, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1-3. 
3 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 7 
(Jakarta: Darul Fikir dan Gema Insani, 2007), h. 53. 
4 Efi Syarifuddin, BPJS dan Sosial Insurance Dalam Islam, Jurnal Syar’ Insurance, Vol.1, 
No.1, Januari-Juni, 2015 
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satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial bagi 
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pada 
tanggal 01 Januari 2014 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan 
mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program JKN ini 
dijadikan pemerintah untuk mengayomi masyarakat yang selama ini mengalami 
kesulitan dalam mendapatkan hak mereka dalam hal pelayanan kesehatan. 
Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Sosial) 
yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 
Tahun 2011 tentang BPJS yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 
jaminan sosial.5 
Sebagai bentuk transformasi dari PT Askes (Persero), BPJS merupakan 
badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip gotong-
royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan 
bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya 
untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.6 
Kebijakan pemerintah membentuk lembaga jaminan sosial relevan dengan 





















                                                          
5 Kementerian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian 
Kesehatan RI, 2013). 
6  Mochammad Edris, Dina Lusianti, Analisis Operasional BPJS Kesehatan Terhadap 
Prinsip Ekonomi Syariah, Unversity Research Colloqium, 2016. 
7  Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 





 “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya”. 
Dalam konteks ayat diatas menjelaskan tentang saling tolong menolong 
kepada setiap nasabah yang mengikuti program BPJS. Ayat diatas sesuai dengan 
satu prinsip dari BPJS yakni prinsip gotong-royong sesama anggota BPJS yang 
telah mendaftar.  
Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu kabupaten yang terletak di 
Provinsi Sulawesi Barat, yang dimana tingkat populasi penduduknya terus 
bertambah dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 
menyebabkan bertambahnya keluhan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar. 
Keluhan kesehatan yang dialami masyarakat bermacam-macam seperti mengalami 
sakit kepala, demam, sakit gigi, dan berbagai penyakit lainnya. Dengan adanya 
keluhan kesehatan tersebut masyarakat merasa terbebani dengan mahalnya biaya 
pengobatan yang harus dikeluarkan dalam proses penyembuhan. Daripada itu 
pemerintah memberikan bantuan berupa jaminan kesehatan yang diselenggarakan 
oleh BPJS Kesehatan. Dengan hadirnya BPJS Kesehatan dapat membantu dalam 
mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam 
membayar biaya pengobatan yang mahal.  
Namun, BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan masih jauh dari kata 
memuaskan. Fenomena BPJS Kesehatan yang terjadi di Kabupaten Polewali 
Mandar  dalam hal pemberian pelayanan kesehatan masih menyusahkan peserta, 
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seperti prosedur pemeriksaan dan administrasi pasien di puskesmas masih adanya 
perbedaan antara pasien umum dan peserta pemegang kartu BPJS Kesehatan. 
Peserta BPJS mendapat alur administrasi yang terkesan lama dibandingkan 
dengan pasien umum atau non BPJS Kesehatan sehingga pasien BPJS merasa 
kurang puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas pelayanan 
kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan BPJS. 
Penyelenggaraan BPJS Kesehatan masih jauh dari unsur syariah yakni 
dalam hal pembayaran iuran. Sebagaimana yang telah diketahui dalam 
pembayaran iuran masih adanya unsur riba yakni pihak BPJS masih memberikan 
beban denda kepada anggotanya yang terlambat melakukan pembayaran iuran 
sebesar 2% setiap bulannya dengan jangka waktu keterlambatan 3 bulan lamanya. 
Selain unsur riba pelayanan BPJS juga memiliki unsur gharar (ketidakjelasan) dan 
unsur maisir (perjudian).  
Unsur gharar (ketidakjelasan) yang dimaksud yaitu masyarakat/peserta 
melakukan pembayaran iuran setiap bulannya. Namun, apabila masyarakat/peserta 
tidak melakukan pembayaran hanya 1 (satu) bulan maka seluruh hak 
pengobatannya langsung dinonaktifkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai 
dengan Perpres No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 12 
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut mengatur jika peserta 
menunggak pembayaran iuran 1 (satu) bulan, maka statusnya akan langsung 
dinonaktifkan oleh sistem secara otomatis. 
Unsur maysir (perjudian) yang dimaksud yaitu adanya keuntungan ataupun 
kerugian dalam hal kesehatan, seperti masyarakat/peserta yang sehat akan merasa 
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dirugikan karena masyarakat yang belum pernah sakit setelah melakukan 
pendaftaran tidak dapat melakukan klaim terhadap pihak BPJS. Jika 
masyarakat/peserta jatuh sakit akan diuntungkan karena peserta dapat melakukan 
klaim terhadap pihak BPJS dengan nilai yang lebih besar dari pembayaran iuran 
yang sudah dia bayarkan.  
Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 
yang berjudul “Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS dalam Pelayanan 
Jaminan Kesehatan (Studi Terhadap Masyarakat di Kab. Polewali Mandar). 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan pokok dan dibatasi, sebagai berikut: 
1. Bagaimana kebijakan BPJS dalam mekanisme pelayanan jaminan 
kesehatan terhadap masyarakat? 
2. Bagaimana kebijakan BPJS terhadap sistem pelayanan jaminan melalui 
sistem iuran? 
3. Bagaimana kebijakan BPJS terhadap sistem monopoli pelayanan 
jaminan kesehatan terhadap masyarakat? 
4. Bagaimana tinjauan Islam terhadap kebijakan BPJS dalam pelayanan 







C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dan kegunaan 
yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 
a. Untuk meneliti lebih dalam konsep jaminan kesehatan terhadap 
masyarakat oleh BPJS Kesehatan. 
b. Untuk meneliti lebih dalam sistem pelayanan jaminan BPJS melalui 
sistem iuran. 
c. Untuk meneliti lebih dalam sistem monopoli pelayanan jaminan 
kesehatan BPJS terhadap masyarakat. 
d. Untuk meneliti lebih dalam kebijakan BPJS dalam pelayanan 
jaminan kesehatan dalam tinjauan Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini selain di gunakan sebagai persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana di bidang Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
melalui penelitian ini pula di harapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai 
berikut : 
a. Merupakan sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam menerapkan 
dan mengembangkan ilmu yang telah dipelajari di bangku 
perkuliahan mengenai asuransi syariah. 
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b. Secara Ilmiah memberi wawasan dan konstribusi bagi mahasiswa 
peneliti selanjutnya, khususnya Jurusan Ekonomi Islam di daerah 
pada umumnya. 
c. Mampu membuka wawasan masyarakat mengenai pelayanan BPJS 
sudah sesuai dengan syariat Islam. 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan 
karya-karya ilmiah yang berhungan dengan penelitian yang akan diteliti. 
Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan 
keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama 
dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik yang 
berkaitan dengan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut 
diantara adalah sebagai berikut : 
Tabel 1.1. 
Kajian Pustaka 
No. Peneliti, Judul, 
Tahun 
Metode Hasil Perbandingan 
Penelitian 
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A. Konsep Asuransi Syariah 
1. Pengertian Asuransi 
Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda “Verzekering atau Assurantie”. 
Istilah asuransi dan pertanggungan mempunyai persamaan pengertian, istilah 
pertanggungan umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan 
tinggi di Dindonesia, sedangkan istilah asuransi banyak dipakai dalam praktik dunia 
usaha. 
Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan 
dengan cara pengalihan/transfer resikodari satu pihak ke pihak yang lain dalam hal 
ini adalah perusahaan asuransi. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan 
hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang 
dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain.  
Pengertian asuransi juga terdapat dalam Pasal 246 KUHD mengenai 
asuransi atau pertanggungan: 
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang 
penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 
suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu 
kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, yang 
mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. 
 
 
Pengertian asuran dalam Pasal 246 KUHD dapat dilihat bahwa perjanjian 
asuransi merupakan perjanjian timbal balik, yang artinya hak dan kewajiban para 
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pihak di dalam perjanjian tersebut seimbang. Penanggung dengan menerima premi 
dari tertanggung yang berkewajiban mengganti kerugian yang mungkin diderita 
oleh tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi dan 
berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas suatu peristiwa yang tidak 
menentu. 
Asuransi dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian untung-untungan karena 
asuransi mengandung unsur “kemungkinan”, dimana kewajiban penanggung untuk 
menggantikan kerugian yang diderita oleh tertanggung tersebut digantungkan pada 
ada atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti. 
Berdasarkan atas dasar perjanjian asuransi dapt digolongkan menjadi dua, 
yaitu: 
a. Asuransi kerugian (schade verzekering) yang memberikan 
penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan 
tertanggung. 
b. Asuransi jumlah (sommen verzekering) adalah pembayaran sejumlah 
uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah evenement 
menimbulkan kerugian atau tidak. 
Menurut sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, 
yaitu: 
a. Asuransi sukarela, merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan 
cara sukarela, yang semata-mata dilakukan atas dasar suatu keadaan 
ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas 
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suatu yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi 
kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, asuransi kematian. 
b. Asuransi wajib, merupakan asuransi yang bersifat wajib dilakukan 
oleh pihak-pihak yang terkait, dimana pelaksanaannya dilakukan 
berdasarkan peraturan Undang-Undang yang ditetapkan oleh 
pemerintah, misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
c. Asuransi kredit, asuransi ini selalu berkaitan dengan dunia perbankan 
yang menitikberatkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda 
bergerak maupun benda tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat 
tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik 
barang maupun pemberi kredit, misalnya asuransi pengangkutan laut, 
asuransi kendaraan bermotor. 
2. Pengertian Asuransi Syariah 
Asuransi Syariah sering dikenal dengan nama Takaful secara bahasa 
bermakna ﺎﻬﻀﻌﺑ ﻢﻬﻀﻌﺑ ﻞﻔﻛ   Pertanggungan yang beralasan atau hal yang saling 
menanggung. Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang 
memenuhi ketentuan syari’ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan 
peserta dan operator. Syari’ah berasal dari ketentuan-ketentuan dalam al-Qur’an 
(firman Allah swt. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.) dan as-
Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw.).7 
                                                          
7 Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar 
dan Riba, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2 
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Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah at-Takaful al-Ijtima’i 
atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling 
memikirkan, memerhatikan dan membantu mengatasi masalah; anggota 
masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai 
penderitaannya sendiri dan keberuntungannya sebagai keberuntungan orang lain. 
Sejalan dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:8 
 ٍﺮِﻣَﺎ ُﻮﺑَو ﺔَْَﺷ ِﰊ ُﻦْ ِﺮَْﻜ ُﻮﺑ َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ ُﻦْ ِ !$ا ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ َﻻَﺎﻗ *ِيﺮَﻌْﺷ,ْﺎ
ﻢُﻬ*ُﳇ َﺔَﻣﺎَﺳ/ ُﻮﺑَو َْﺲ1ِرْد
4
ا  ِ !$ا ُلﻮُﺳَر ََﻞﻗ : َلَﺎﻗ َﳻﻮُﻣ ِﰉ ْﻦَﻋ ٍْﺪﯾَﺮُ ْﻦَﻋ
 !ﲆَﺻ ﺎًﻀَْﻌﺑ ُﻪُﻀَْﻌﺑ *ﺪَُﺸ1 ِنَﺎ@ْAُْﺒﻟَﰷ ِﻦِﻣْﺆُْﻤﻠGِ ُﻦِﻣْﺆُْﻤﻟا َ !ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ ُ !$ا  
Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu 
‘Amir Al Asyari keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami 
‘Abdullah bin Idris dan Abu Usamah; Demilian juga diriwayatkan dari 
jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al 
A’laa Abu Kuraib ; Telah menceritakan kepada kami Ibnu al Mubarak 
dan Ibnu Idris serta Abu Usamah seluruhnya dari Buraid dari Abu 
Burdah dari Abu Musa dia berkata; Rasulullah saw bersabda: “orang 
mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, 




Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa orang-orang yang beriman 
bagaikan sebuah bangunan seperti orang-orang mukmin yang memiliki rasa 
solidaritas yang tinggi. Solidaritas yang dimaksudkan dapat diartikan sebagai 
masyarakat muslim yang saling memikirkan, memerhatikan dan membantu 
                                                          
8 Shahih Muslim, Hadist No. 2585. 
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mengatasi masalah. Sehingga dari solidaritas ini dapat melahirkan kekuatan yang 
sangat besar. 
Di Indonesia sendiri asuransi syari’ah dikenal dengan istilah takaful. Sesuai 
dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Asuransi Syari’ah 
Bagian Pertama Menganai Ketentuan Umum Angka 1:  
“Asuransi Syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah saling 
melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak 
melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang 
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 
melalui akad (perikatan)yang sesuai dengan syari’ah.”9 
 
 
Dari pengeritan di atas asuransi syariah sering juga disebut dengan istilah 
takaful. Takaful adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi 
ketentuan syariah, dengan saling melindungi, tolong-menolong diantara sejumlah 
pihak melalui investasi dalam bentuk asset/tabarru’. 
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah 
Dasar hukum asuransi syari’ah terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an dan 
hadits diantaranya yaitu: 
a. Firman Allah swt. Q.S. al-Maidah: 210 
 ََﲆ ْاُﻮﻧَوﺎََﻌﺗَو !ن 4
ا ۖ َ !$M ْاﻮُﻘ! ﺗMَو ِۚن Pَوۡﺪُۡﻌﻟ
Mَو ِۡﰒ 4
ۡﻻM ََﲆ ْاُﻮﻧَوﺎََﻌﺗ َﻻَو ٰۖىَﻮۡﻘ!ﺘﻟMَو ِ ِّۡﱪﻟM
 ِبﺎَﻘِۡﻌﻟM ُﺪﯾِﺪَﺷ َ !$M  
 
 
                                                          
9 Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Asuransi Syariah 
10  Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 




“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran.” 
 
 
Dalam konteks asuransi ayat di atas menjelaskan tentang nilai-nilai dari 
asuransi syari’ah. Nilai ini terlihat dalam praktek keralaan nasabah asuransi untuk 
menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial yang difungsikan untuk 
menolong anggota lain yang sedang mengalami kesusahan. 
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2َ'34  *5ُ  ٞ"













G  *ِ.ّ 
ٗ
/0ِَ3H  *5ُ  ُثJَKُ ِ0ِ ٞمMَ 7َِ8ٰ:َ ِ;ۡ<َ >ۢ?ِ @ِ
ۡ
2َA ُس*Oٱ  ِ0ِَو
 َنو ُQِ;ۡKَ3R  
Terjemahnya: 
47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun 
(lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai 
hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk 
kamu makan. 
48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat 
sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 
gandum) yang kamu simpan. 
49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya 




Dalam konteks ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana masyarakat  
mempersiapkan kehidupannya untuk hari esok. Dengan adanya asuransi syariah 
                                                          
11  Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 
2011), h. 242 
19 
 
masyarakat dapat mempersiapkan dirinya dari risiko, baik risiko yang menyangkut 
harta maupun risiko terhadap jiwa dan kesehatan yang akan datang suatu hari nanti. 
c. Hadist Rasulullah saw. 
 ِﳰِﻤ!ﺘﻟا Zَﯿ َْﳛ َﺎَﻨﺛَﺪ#َ ِﺑ ُﻦْ ِﺮَْﻜ ُﻮﺑَو *ﻲ *ِﱐ اَﺪْﻤَْﺤﻟا ِءَﻼَْﻌﻟا ُﻦْ ُﺪ !ﻤَﺤُﻣَو َﺔَْَﺷ ﻲ 
 ْﻦَﻋ ََﺔﯾِوﺎَﻌُﻣ ُﻮﺑ َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ ِناَﺮَٓﺧ,ْا َلَﺎﻗَو cَ ََﱪdْ َﻲ َْﳛ َلَﺎﻗ َﻲْﺤَﯿِﻟ ُﻆْﻔ! ﻠGاَو
 : َلَﺎﻗ َةَﺮgَْﺮُﻫ ِﰊ ْﻦَﻋ ٍﺢِﻟﺎَﺻ ِﰉ ْﻦَﻋ ِﺶَْﲻَْﻻا ُ !$ا !ﲆَﺻ ِ !$ا ُلﻮُﺳَر ََﻞﻗ
 َ!ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ  ْﻦِﻣ ًَﺔﺑْﺮُﻛ ٍﻦِﻣْﺆُﻣ ْﻦَﻋ َﺲ!َﻔﻧ ْﻦَﻣ  ًَﺔﺑْﺮُﻛ ُﻪْﻨَﻋ ُ !$ا َﺲ!َﻔﻧ ﺎَْﯿﻧ *lا ِبَﺮُﻛ
 ِﺔَﻣَﺎ@ِْﻘﻟا ِمَْﻮﯾ ِبَﺮُﻛ ْﻦِﻣ 
Artinya:  
“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi dan 
Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin al-‘Ala al-Hamdani 
dan lafadh ini milik Yahya dia berkata; telah mengabarkan kepada 
kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu’awiyah dari al-‘Amasy dari Abu Hurairah dia berkata: Barang 
siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, 
maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari 
kiamat. (HR. Muslim No. 2699)12. 
 
 
Dalam konteks hadist diatas menjelaskan bagaimana masyarakat dapat 
memperhatikan kehidupannya untuk masa depannya. Hal ini sejalan dengan 
operasional asuransi, dengan cara nasabah melakukan pembayaran premi/iuran 
kepada pihak asuransi asuransi yang akan digunakan untuk menghindari risiko-
risiko yang dapat merugikan kehidupan nasabah itu sendiri. 
 
 
                                                          
12 Shahih Muslim, Hadist No. 2699 
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4. Jenis-Jenis Asuransi Syari’ah 
Takaful sebagai asuransi yang dibenarkan oleh syara’ karena berdasarkan 
pada prinsip taawun (tolong-menolong) dan dikelola secara Islami dapat 
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam produk:13 
a. Takaful Umum (Asuransi Umum Islam) 
Merupakan produk yang menawarkan perlindungan atau jaminan 
terhadap risiko-risiko yang bersifat umum untuk perusahaan-
perusahaan atau individu-individu. Produk takaful umum meliputi 
takaful kendaraan bermotor, kebakaran, kecelakaan diri, 
pengangkutan laut, takaful rekayasa/engineering dan lain-lain. 
b. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islam) 
Merupakan produk yang memberikan pertanggungan untuk para 
partisipan atau individu dalam jangka panjang, dengan batas waktu 
berkisar antara 10 sampai dengan 40 tahun. Produk takaful keluarga 
meliputi takaful berencana, takaful pembiayaan, takaful pendidikan, 
takaful dana haji, takaful berjangka, takaful kecelakaan siswa, takaful 
kecelakaan diri, dan takaful khairat keluarga. 
c. Asuransi Retakaful (reasuransi Islam) 
Merupakan asuransi takaful yang menawarkan jaminan untuk 
perusahaan asuransi takaful terhadap berbagai risiko. 
 
                                                          
13 Abdul Gofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: 
Cet. 1 Citra Media, 2006), h. 59 
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5. Akad Asuransi Syariah 
Lafal akad berasal dari lafal Arab al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, 
dan pemufakatan. Secara terminologi fiqih akad didefinisikan dengan pertalian ijab 
(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai 
dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.14 
Akad dalam asuransi syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu:15 
a. Asuransi konvensional (ta’min taqlidi atau tijari). Hal seperti ini 
mempunyai akad muawadah yang mengandung unsur gharar; gharar 
fil ajl, gharar fil husul, dan gharar fil wujud. Ta’min tijari ini 
mengandung mengandung unsur riba nasiyah dan fadl, akad ini juga 
mengandung maysir dan memakan harta sesama manusia dengan cara 
yang batil. 
b. Ta’min ta’awuni al-basit. Ta’min yang dimaksud, dihalalkan oleh 
ketentuan syariah Islam sebab akad ini bersifat tolong menolong, 
yaitu peserta memberikan sebagian hartanya tanpa ditentukan 
jumlahnya untuk kepentingan orang yang menjadi peserta atau bukan 
peserta dan sifatnya bukan dalam jumlah yang besar. Prinsip yang 
dijalankan adalah ta’awun dan tabarru dengan akad hibah atau 
sedekah. 
                                                          
14  Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 38 
15 Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 38. 
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c. Ta’min ta’awuni murakkab, secara prinsip hampir sama dengan 
ta’min jenis kesua tetapi dalam jumlah yang banyak dan dikendalikan 
oleh perusahaan dengan manajemen yang rapi dan berbadan hukum. 
6. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari’ah 
Asuransi Syrai’ah merupakan bagian dari ekonomi Islam yang memiliki 
nilai dasar atau prinsip-prinsip yang sesuia dengan nilai- nilai illahiyah dalam 
pelaksanaan operasionalnya, namun nilai-nilai dari prinsip-prinsip asuransi 
syari’ah terdapat juga dalam prinsip-prinsip asuransi umum, adapun prinsip-prinsip 
asuransi secara umum antara lain:16 
a. Prinsip Insurable Interest (Prinsip kepentingan) 
Prinsip insurable interest (prinsip kepntingan) adalah hak atau adanya 
hubungan dengan persoalan pokok dari perjanjian, seperti menderita kerugian 
finansial sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu 
benda.17 Kepentingan disini dapat terjadi karena adanya beberapa hal anatara lain: 
1) Kepemilikan, seperti kendaraan miik sendiri; 
2) Kuasa dari orang lain, seperti kendaraan yang sedang dalam 
proses perbaikan di bengkel; 
3) Karena undang-undang.18 
                                                          
16 Nurul Huda dan Muhammad Heykal,  Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan 
Praktis, (Jakarta: Cet. 1 Kencana, 2010),  h. 171  
17 Chairul Huda dan Lukman Hakim, Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi, (Jakarta: 
LPHI, 2006), h. 7. 
18  Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syrai’ah (Life and Genera): Konsep dan Sistem 
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 236. 
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b. Prinsip Utmost Good Faith (Prinsip iktikad baik atau prinsip 
kejujuran yang sempurna) 
Dalam perjanjian asuransi, unsur saling percaya antara penanggung dan 
tertanggung sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan 
memberikan segala keterangan dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga 
percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. 
Saling percaya ini pada dasarnya adalah iktikad yang baik.19 
Dari penjelasan diatas, prinsip utmost good faith adalah adanya prinsip 
kejujuran antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Sehingga tidak terjadi 
penipuan atau kecurangan yang merugikan kepada diantara pihak penaggung dan 
pihak tertanggung.  
c. Prinsip Idemnity 
Idemnity adalah kompensasi keuangan yang eksak, cukup untuk 
mengembalikan tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian terjadi. 
Idemnity bertujuan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita 
oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebgaiman ditentukan dalam polis. 
Bentuk idemnity, yaitu: cash, repair, replacement, dan reinstatement. 
1) Cash, maksudnya jika terjadi klaim oleh pihak tertanggung, maka 
penanggung mengganti kerugian tersebut dalam bentuk uang 
tunai (cash). 
                                                          
19 Chairul Huda dan Lukman Hakim, Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi, (Jakarta: 
LPHI, 2006), h. 7. 
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2) Repair, dalam arti melakukan perbaikan terhadap objek 
tanggungan yang menderita kerugian. 
3) Replacement, yang dimaksud ialah jika terdapat kerugian pada 
objek tanggungan yang tidak dapat/mungkin dilakukan 
perbaikan (repair) maka objek tanggungan tersebut dapat diganti 
dengan objek tanggungan yang sama (objek dan nilainya seperti 
keadaan semula). 
Prinsip ganti rugi (idemnity) merupakan hal yang wajar dalam rangka untuk 
memelihara hak dan tanggungjawab terhadap harta benda yang dititipka Allah 
kepada hamba-Nya.  
d. Prinsip Proximate Cause 
Proximate Cause adalah suatu sebab sktif, sefisien yang mengakibatkan 
terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan 
lain, diawali dengan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. 
Contoh seperti pada suatu perkelahian yang terjadi di tepi jalan, dimana 
salah seorang diantaranya dipukul jatuh ke badan jalan, sedangkan pada saat yang 
bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya. Akibatnya, orang tersebut 
menderita luka parah pada bagian kepala, sehingga meninggal dunia dalam 
perjalanan menuju rumah sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini penyebab 
dominan (proximate cause) kematian orang tesebut adalah tertabrak kendaraan, 
bukan karena perkelahian. 
Islam mengajarkan agar memberikan hukuman kepada siapa pun yang 
bersalah sesuai dengan dengan kadar kesalahaannya. Dalam contoh peristiwa 
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diatas yang bertanggungjawab atas akibat kerugian yang muncul adalah yang 
paling dominan dalam penyebab terjadinya hal tersebut. 
e. Prinsip Subrogation 
Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi 
kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan 
asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Prinsip subrogation merupakan 
konsekuensi logis dari prinsip idemnity, yang hanya memberikan ganti rugi kepada 
tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. 
Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanngung mendapat ganti 
kerugian yang melebihi kerugian (dobel/2 kali pergantian dari perusahaan asuransi 
dan pihak yang menyebabkan kerusakan) yang diderita. 
f. Prinsip Contribution 
Contribution (kontribusi) menurut sudut pandang asuransi terbagi menjadi 
dua, yaitu sudut pandang penanggung dan sudut pandang tertanggung. 
Untuk sudut pandang penanggung contribution suatu prinsip dimana 
penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang 
sama untuk ikut bersama membayar ganti  rugi kepada pihak tertanggung, 
meskipun jumlah tenggungan masing-masing penanggung berbeda. 
Adapun sudut pandang tertanggung, al-Musahamah/kontribusi adalah suatu 
bentuk kerjasama mutual dimana setiap peserta memberikan kontribusi dana 
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kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas 
kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya premi yang mereka bayarkan.20 
B. Konsep Jaminan Kesehatan Dalam Islam 
Sebagian para ahli hukum Islam menolak konsep asuransi syariah yang 
tidak lepas dari unsur mencari keuntungan dalam sistem jaminan kesehatan 
nasional. Menurut penafsiran mereka, penguasa berkewajiban untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak rakyat dalam hal kesehatan tanpa adanya unsur bisnis 
didalamnya karena tidak mengandung ketidakadilan.21  
Islam memandang individu manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
dari masyarakat. Islam diterapkan untuk menjamin hak-hak keadilan manusia 
sebagai makhluk yang paling mulia. Urusan mereka diatur dengan sistem dan tata 
aturan yang akan membawa mereka dalam kehidupan yang tenang, bahagia, dan 
sejahtera. Sebagian dari sistem tersebut adalah hukum-hukum yang berkaitan 
dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap warga masyarakat, berupa 
pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, serta kesempatan kerja. 
Islam juga memerintahkan negara untuk menjamin kebutuhan kolektif 
masyarakat (tanpa membedakan kaya maupun miskin). Masyarakat dipelihara oleh 
negara hingga menjadi masyarakat yang cerdas, sehat, kuat dan aman. Pada tataran 
aktual, dalam Islam, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat 
yang wajib disediakan oleh negara secara gratis. Fasilitas kesehatan merupakan 
                                                          
20 Nurul Huda dan Muhammad Heykal,  Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan 
Praktis, (Jakarta: Cet. 1 Kencana, 2010), h. 172-178. 
21 Bayu Imantoro, Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dan Hukum Asuransi 
Syariah, (Jurnal Syari’ah Universitas Agung Podomoro Vol. 4, 2016). 
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fasilitas publik yang diperlukan oleh rakyat.22 Semua itu merupakan kemaslahatan 
dan fasilitas publik (al-mashalih wa al-marafiq), yang wajib dipenuhi oleh negara, 
sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:23 
 َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ ٍﺢْﻣُر ُﻦْ ُﺪ !ﻤَﺤُﻣ َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ و ح ُﺚَْﯿﻟ َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ ٍﺪْﯿِﻌَﺳ ُﻦْ ُﻪَﺒَْﯿpُﻗ َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ
 ْﻦَﻋ  ٍﻊِﻓcَ ْﻦَﻋ ُﺚْﯿ! ﻠGا  ﻻ َلَﺎﻗ ُﻪ! ﻧ َ !ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ ُ !$ا !ﲆَﺻ ِِّﱯ!ﻨﻟا ْﻦَﻋ َﺮ َُﲻ ُﻦْا
 َﻮُﻫَو ٍعاَر ِسَﺎﻨﻟا ََﲆ ي ِ !vا ُﲑِﻣ,َْﺎﻓ ِﻪِﺘ!ﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﻌْﺴَﻣ ُْﲂ*ُﳇَو ٍعاَر ُﲂ*ُﳇ
 ِِﻪﺘ!ﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﻌْﺴَﻣ 
Artinya:  
“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan 
kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami Laits 
dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa 
beliau bersabda: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap 
kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin 
yang memimpin manusia akan bertanggungjawab atas rakyatnya (HR. 
Imam Muslim No. 3408) 
 
 
Hadist tersebut menjelaskan tentang pemimpin atau kepala negara berhak 
memberikan perhatian dan bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat 
dengan pemberian kesehatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan kesehatan. 
Secara praktik kesehatan, penyediaan pelayanan kesehatan gratis telah 
dipraktikkan dan di contohkan oleh Rasulullah saw. sebagai kepala negara Islam 
                                                          
22 Yuana Ryan Tresna, Apakah SJSN dan BPJS Kompatibel Dengan Konsep Jaminan 
Dalam Islam?”, (www.academia.com/apakah-SJSN-dan-BPJS-kompatibel-dengan-konsep-
jaminan-dalam-islam), diakses pada tanggal 19 Oktober 2017 
23 Shahih Muslim, Hadist No. 3408. 
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dan pada zaman Khulafaurrasyidin. Hal ini terdapat dalam hadist yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad:24 
 ِﰊ ْﻦَﻋ ُﺶَْﲻ,ْا َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ ََﺔﯾِوﺎَﻌُﻣ ُﻮﺑ َﺎَﻨﺛ !ﺪ#َ َﺚََﻌﺑ َلَﺎﻗ ٍﺮِﺎ{َ ْﻦَﻋ َنَﺎ@ْﻔُﺳ
 !ُﰒ ًﺎﻗْﺮِﻋ ُ|َ َﻊَﻄََﻘﻓ ًﺎِﺒَﻃ ٍﺐْﻌَﻛ ُﻦْ َِّﰊ/ َﱃ 4
ا َ !ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ ُ !$ا !ﲇَﺻ ِ !$ا ُلﻮُﺳَر
 ِﻪَْﯿَﻠ ُﻩاَﻮَﻛ 
Artinya:  
“Telah bercerita kepada kami Abu Mu’awiyah telah bercerita kepada 
kami al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata; Pernah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seorang dokter kepada Ubay bin 
Ka’ab, kemudian dia memotong salah satu urat tubuhnya dan 
mengobatinya dengan cara kay (metode pengobatan dengan sundutan 
besi panas) (HR. Imam Ahmad No.13860). 
 
 
Hadist tersebut menjelaskan Rasulullah saw. yang bertindak sebagai kepala 
negara Islam, telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis dengan cara 
mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari 
rakyatnya. 
Dalam tanggungjawabnya untuk memberikan jaminan kesehatan atas 
rakyatnya, pemerintah/kepala negara harus mencari dana yang halal untuk 
menjamin kebaikan dunia dan akhirat. Dana tersebut dapat terpenuhi dari sumber-
sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Diantaranya 
dapat berasal dari pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai 
                                                          
24 Shahih Imam Ahmad, Hadist No. 13860. 
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macam tambang, kekayaan laut, minyak dan gas, juga dari sumber-sumber zakat, 
infak, sedekah, dan wakaf.25 
Kekhalifaan Islam terdahulu memiliki banyak rumah sakit dengan ribuan 
dokter di Baghdad, Kairo, Damaskus, Yerussalem, Cordova. Bahkan rumah sakit 
Al-Mansuri di Kairo yang dibangun pada tahun 1283 mampu menmpung 8000 
pasien. Ada dua petugas untuk satu pasien dan masing-masing memilki kamar 
tersendiri. Obat dan makan pasien disediakan secara gratis. Khalifah Al-Muqtadir 
Billah dari Bani Abbasiyyah memerintahkan pada zamannya pengobatan gratis ke 
desa-desa. Di zaman pemerintahan Bani Umayyah, kesehatan dan jaminan sosial 
terjamin untuk orang miskin, orang tua, anak muda, baik muslim maupun non 
muslim dan menjadi belanja negara setiap tahunnya dengan alokasi sebesar 10.000 
(sepuluh ribu) dirham.26 
C. Konsep BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)/JKN (Jaminan 
Kesehatan Nasional) 
1. JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) 
Jaminan kesehatan nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan 
bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasionnal (SJSN). Sistem Jaminan Sosial 
Nasional (SJSN) ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan 
                                                          
25 Ami Fauziah, BPJS vs Jaminan Kesehatan Dalam Islam, (http://www.suara-islam.com/ 
read/index/15179/-BPJS-versus-Jaminan-Kesehatan-dalam-Islam-), diakses pada 19 Oktober 2017. 
26 Ali Muhammad ash-Shallabi, Episode Krusial Sejarah Islam Muawiyah bin Abi Sufyan 
Prestasi Gemilang selama 20 Tahun sebagai Gubernur dan 20 Tahun sebagai Khalifah, diterjemah-




Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 
2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua 
penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat 
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.27 
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan salah 
satu badan hukum publik yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk 
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatanseluruh masyarakat Indonesia 
serta merupakan asuransi hidup manusia yang turut mendukung upaya dalam 
mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat baik di daerah maupun provinsi. 
BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, BPJS sebelumnya bernama 
Asuransi Kesehatan (ASKES) yang dikelolah oleh PT. Askes Indonesia (Persero), 
namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, maka PT. Askes berubah nama menjadi BPJS 
Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. 
3. Asas Penyelenggaraan BPJS 
BPJS memiliki 3 (tiga) asas penyelenggaraan yang terdapat dalam Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004, yaitu:28 
 
 
                                                          
27 Kementerian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), (Jakarta, Kementerian Kesehatan RI, 2013), h. 16. 
28 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
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a. Asas Kemanusiaan 
Asas kemanusiaan adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan 
terhadap kemanusiaan dan kemungkinan setiap orang mampu mengembangkan 
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. 
b. Asas Manfaat 
Asas manfaat adalah asas bersifat operasional yang menggambarkan 
pengelolaan yang efektif dan efisien. Melalui program BPJS, diharapkan setiap 
penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-
hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena 
menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia 
lanjut atau pensiun. 
c. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat 
idiil. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara 
yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
4. Prinsip-Prinsip BPJS 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengacu pada prinsip-prinsip 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut:29 
 
 
                                                          
29 Kementerian Kesehatan RI, Buku Pegangan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), h. 17. 
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a. Prinsip Kegotongroyongan 
Gotong-royong sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup 
bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan Indonesia. 
Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta 
yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang beresiko 
tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwuud karena 
kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa 
pandang bulu. 
b. Prinsip Nirlaba 
Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) adalah nirlaba bukan mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan 
utama adalah untuk memnuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang 
dikumpulkan dari masyarakat adalah amanat, sehingga hasil pengembangannya 
akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. 
c. Prinsip Portabilitas 
Prinsip portabilitas jaminan sosial yang dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan 
atau berpindah tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
d. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib 
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta 
sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh 
rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan 
pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai 
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dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu di sektor informal dapat 
menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya SJSN dapat mencakup 
seluruh rakyat. 
e. Prinsip Dana Amanat 
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada 
badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka 
mengoptimalkan dana tersebut untuk digunakan sebesar-besarnya bagi 
kepentingan dan kesejahteraan peserta. 
5. Peserta dan Kepesertaan 
Peserta jaminan kesehatan menurut Pasal 2 terdiri atas: 
a. PBI (Peserta Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan 
Menurut Pasal 6 Perpres Nomor 111 Tahun 2013, peserta PBI meliputi 
orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran peserta PBI yang 
menanggung pemerintah.  
b. Bukan PBI (Peserta Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan. 
Menurut Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang 
perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, peserta 
bukan PBI merupakan peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak 
mampu yang terdiri atas: 
1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya 
a) Pegawai Negeri Sipil; 
b) Anggota TNI; 
c) Anggota Polri; 
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d) Pejabat Negara; 
e) Pegawai Pemerintah non PNS; 
f) Pegawai Swasta 
2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya 
a) Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; 
b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima 
upah; 
c) Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, 
termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia 
paling singkat enam bulan. 
3) Bukan pekerja dan anggota keluarganya. 
a) Investor; 
b) Pemberi Kerja; 
c) Penerima Pensiun; 
d) Veteran. 
6. Tata Cara Pembayaran Iuran 
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta 
pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan. 
Berdasarkan Pasal 17 Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan, pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerja, membayar iuran 
yang menjadi tanggungjawabnya, dan menyetor uang tersebut kepada BPJS 
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Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Sedangkan pemberi kerja 
pemerintah daerah, penyetoran iuran melalui rekening kas negara. 
Keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan oleh pemberi kerja 
selain penyelenggara negara, dikenai denda administrasi 2% per bulan dari total 
iuran yang tertunggak. Jika keterlambatan sampai 3 bulan maka penjaminan dapat 
dihentikan sementara. 
Hal tersebut telah diubah dan terdapat peraturan baru dalam Perpres No. 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan. Aturan terbaru tersebut mengatur jika peserta menunggak 
pembayaran iuran 1 bulan, maka statusnya akan langsung dinonaktifkan secara 
otomatis oleh sistem. Untuk mengaktifkannya kembali maka peserta harus 
membayar iuran tunggakannya terlebih dahulu. Kini peserta tidak dikenakan denda 
keterlambatan, namun peserta akan dikenakan denda jika dalam 45 hari sejak kartu 
BPJS diaktifkan kembali yang menjalani rawat inap. Denda yang diberikan berupa 
membayar biaya pengobatan sebesar 2,5% dikalikan dengan biaya rawat inap dan 





A. Jenis Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian 
yang disebut metodologi penelitian. Metodologi adalah cara meluluskan sesuatu 
dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.30 
Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 
merumuskan, dan menganalisis sampai laporan.31 Jadi metode penelitian pada 
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mndapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu.32 Dengan demikian metodologi dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 
keadaan atau gejala lainnya. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data 
seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk 
mendeskripsikan mengenai kebijakan BPJS dalam pelayanan jaminan 
                                                          
30Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian  (Cet: II; Jakarta: Bumi 
Aksara Pustaka, 1997), h. 1 
31Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, h. 1 
32Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet: 20; Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 2. 
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kesehatan terhadap masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali 
Mandar. 
b. Penelitian ini juga merupakan penelitian fieldresearch (penelitian 
lapangan) yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan 
untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang 
hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.33 
Peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada 
objek yang dibahas yaitu mengenai kebijakan BPJS dalam pelayanan 
jaminan kesehatan terhadap masyarakat yang berada di Kabupaten 
Polewali Mandar. Selain itu penelitian ini termasuk penelitian 
kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 
fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan 
memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. 
2. Lokasi Penelitian 
Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta menetapkan 
lokasi penelitian. Menurut S. Nasution bahwa tiga unsur yang perlu diperhatikan 
dalam penelitian antara lain adalah: menetapkan lokasi, tempat, pelaku, dan 
aktifitas kegiatan.34 Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian yang akan 
dilaksanakan ini berlokasi tepatnya pada Kantor BPJS di Kabupaten Polewali 
Mandar. 
 
                                                          
33Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 18. 
34S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 43. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif dan Sosiologis. 
Normatif adalah suatu Pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data 
dengan menggunakan kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan 
Hadis Nabi maupun pendapat para ulama (ijma). Sedangkan sosiologis peneliti 
melakukan interaksi lingkungan terhadap individu, kelompok atau masyarakat. 
C. Sumber Data  
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, adapun sumber sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber 
data primer dan sumber data sekunder. 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan.35 
yaitu dengan mengadakan penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, 
sumber data primer adalah masyarakat dan pegawai kantor BPJS di 
Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang 
bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur,36 
data ini merupakan data pendukung. Oleh karena itu, data sekunder ini 
meliputi data yang diambil dari al-Qur’an, Hadist, buku, literatur, 
dokumen, laporan, maupun arsip resmi yang dapat mendukung 
kelengkapan data primer. 
                                                          
35Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.II;Jakarta: 
Rajawali pers,2004), h. 30. 
36Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 30. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada Penelitian Lapangan, yaitu suatu metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan langsung ke lapangan atau lokasi 
penelitian untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam pembahasan peneltian 
ini. Adapun teknik atau cara yang digunakan adalah: 
1. Observasi  
Observasi merupakan kegiatan manusia dengan mengguanakan 
pancaindara mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya 
seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.37 Observasi yang dilakukan 
penulis pada awal penelitian yaitu pengumpulan data dengan melakukan 
pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti terutama yang 
berkaitan dengan kebijakan BPJS dalam pelayanan jaminan kesehatan 
terhadap masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cata tanyajawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
dan informan atau orang yang diwawancarai.38 Penulis dalam penelitian ini, 
mengadakan wawancara atau interview kepada masyarakat dan pegawai di 
kantor BPJS, dalam penelitian ini penulis lebih condong menggunakan 
wawancara mendalam (depthinterview) yang merupakan prosedur yang 
                                                          
37Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan 
Ilmu Sosial Lainnya, Ed.II (Cet.V; Jakarta: Kencana, 2011), h. 118. 
38Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan 
Ilmu Sosial Lainnya, h. 111. 
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dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang 
dikemukakan secara terus terang.39 Wawancara dilakukan dengan terencana 
dan terarah guna mencapai data yang lebih mendalam sehingga lebih mudah 
menganalisis dan mengembangkan data dari hasil wawancara. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data 
dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan 
objek yang diteliti. Metode dokumntasi dimaksudkan dalam hal ini adalah 
pengumpulan data yang didapatkan dari masyarakat setempat ataupun yang 
terkait yang dapat membantu dalam pengambilan data berupa dokumen-
dokumen penting yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten 
Polewali Mandar. 
E. Instrument Penelitian 
Untuk mengukur fenomena dan gejala  sosial yang terjadi maka di 
perlukan adanya instrument penelitian untuk dapat mengukurnya. Untuk 
mengeksplorasi data yang bersifat natural di lapangan maka peneliti sendiri 
menjadi instrumen inti dalam penelitian ini. 
1. Pedoman wawancara yang disiapkan sebelumnya berupa pertanyaan- 
pertanyaan dengan alternative jawaban yang di sertakan didalamnya. 
2. Data dokumentasi yang berupa data-data penting dari lokasi peneliti dan 
foto-foto profil yang diambil oleh peneliti dengan menggunakan camera 
ponsel. 
                                                          




F. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
diri sendiri maupun orang lain.40 
Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. 
Adapun tekniknya yaitu sebagai berikut: 
1. Reduksi data (data reduction), adalah merangkum, memilih hal-hal 
pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data 
yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara 
berkesinambungan terkait kebijakan BPJS dalam pelayanan jaminan 
kesehatan terhadap masyarakat  di Kabupaten Polewali Mandar. 
2. Penyajian data (data display), maksudnya menyajikan data yang sudah 
direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan 
data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, 
sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa 
yang telah dipahami. 
3. Penarikan kesimpulan (conclusion), merupakan perumusan kesimpulan 
setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan 
masalah. 
                                                          
40Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 244. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
 Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik 
Triangulasi. Teknik triangulasi data adalah menyaring data dengan berbagai 
metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang 
didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah 
mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber 
data telah sama maka data yang ditetapkan lebih kredibel. 
Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 
pengumpulan data triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data 
yang sekaligus menguji kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 
data dan berbagai sumber data.41 
Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan 
memanfaatkan sumber, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 
dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka 
ditempuh langkah sebagai berikut: 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang 
dikatakan secara pribadi 
                                                          
41Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2013, h. 241  
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3. Membadingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu 
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan 
Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu  





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum BPJS Kesehatan 
1. Sejarah BPJS 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang 
Polewali Mandar merupakan salah satu kantor cabang dari BPJS Kesehatan. BPJS 
Kesehatan kantor cabang Polewali Mandar terletak di kecamatan Polewali yang 
merupakan ibu kota dari Kabupaten Polewali Mandar. BPJS Kesehatan Kantor 
cabang Kabupaten Polewali Mandar membawahi wilayah kerja dari 3 (tiga) 
kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten 
Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. BPJS Kesehatan kantor cabang 
Polewali Mandar dalam menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya sama dengan 
BPJS Kesehatan yang ada di Indonesia dengan mengikuti ketetapan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengga Jaminan Sosial dan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 
BPJS Kesehatan Kantor cabang Polewali Mandar merupakan transformasi 
dari PT. Askes (Asuransi Kesehatan) yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia 
(Persero) kemudian dengan adanya dasar hukum UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
BPJS, yang pada akhirnya PT. Askes Kantor cabang Polewali Mandar berubah 
kepemilikannya menjadi badan hukum piblik dan berubah namanya menjadi BPJS 
Kesehatan Kantor cabang Polewali Mandar dan beroperasi sejak tanggal 1 Januari 
2014 untuk menyelenggarakan dan melayani jaminan pemeliharaan kesehatan pada 
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seluruh peserta dan badan usaha yang berada di dalam 3 (tiga) kabupaten yang 
menjadi wilayah kerjanya. 
Adapun sejarah berdirinya BPJS Kesehatan dimulai pada tahun 1968 
dimana pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur 
pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun 
Berikut gambaran sejarah perkembangan BPJS Kesehatan : 
Tabel 4.1 
Sejarah berdirinya BPJS Kesehatan 
 
TAHUN PERISTIWA 
1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas 
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan 
penerima pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri 
Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen 
Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan 
Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada 
waktu itu Prof. Dr. G.A. Siwabessy dinyatakan sebagai cikal bakal 
dari Asuransi Kesehatan Nasional 
1984 Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional 
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi pegawai negeri sipil, 
penerima pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota 
keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, 
status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum 
Husada Bhakti. 
1991 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991, 
kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang 
dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan veteran dan 
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perintis, beserta keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan 
memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan 
lainnya sebagai peserta sukarela. 
1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Thun 1992 status 
Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan 
pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi 
kepada pemerintah dapat dinegosisasi untuk kepentngan pelayanan 
kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. 
2005 PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh pemerintah melalui 
Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 
56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan 
Kesehatan masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN) 
2014 Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT. Askes Indonesia (Persero) 
berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Program-program 
jaminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh 
pemerintah dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Kementerian 
Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas. 
Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri tidak lagi 
menyelenggarakan program pelayanan jaminan kesehatan bagi 
pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan 
dengan kegiatan operasionalnya yang ditentukan dengan Peraturan 
Pemerintah. PT Jamsostek (persero) tidak lagi menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan pekerja. 
 
2. Visi dan Misi BPJS 
Sebagai cabang dari BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Polewali Mandar 
menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh BPJS pusat. BPJS Kesehatan 
Kantor cabang Polewali Mandar memiliki visi dan tujuan yang sama dengan BPJS 
Kesehatan yang ada di Indonesia, dimana pada tahun 2019 paling lambat 1 Januari 
2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk 
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memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS 
Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Adapu misi yang ditetapkan untuk 
mencapai visi dari BPJS Kesehatan : 
Misi BPJS Kesehatan : 
a. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan 
mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
b. Menjalankan dan menetapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan 
yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan 
yang optimal dengan fasiliyas kesehatan. 
c. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana 
BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel 
untuk mendukung kesinambungan program. 
d. Membagun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip 
tata kelola organasasi yang baik dan meningkatkan kompetensi 
pegawai untuk mencapai kinerja unggul. 
e. Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 
evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 
operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
f. Mengembangkan dan menetapkan teknologi informasi dan 





3. Landasan Hukum BPJS 
Sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan pemeliharaan 
jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan memiliki landasan hukum dalam 
penyelenggaraannya. Landasan hukum BPJS Kesehatan : 
a. Undang-Undang Dasar 1945 
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional 
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) 
Dalam pengelolaan BPJS Kesehatan, manajemen berpedoman pada tata 
kelola yang baik antara lain : 
a. Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan 
b. Board Manual BPJS Kesehatan 
c. Kode Etik BPJS Kesehatan 
B. Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS dalam Pelayanan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat 
1. Mekanisme Pelayanan BPJS Terhadap Kesehatan Masyarakat 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan salah 
satu badan hukum publik yang khusus dibentuk oleh pemerintah untuk 
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia 
serta merupakan asuransi hidup manusia yang turut mendukung upaya dalam 
mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat baik di daerah maupun provinsi. 
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Berdasarkan pasal 14 ayat 1 peserta yang mengalami gangguan kesehatan 
sesuai dengan indikasi medis dapat berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama 
terlebih dahulu untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS.  
Adapun hasil wawancara mengenai aturan mekanisme pelayanan BPJS dari 
seorang petugas BPJS Kesehatan yang bernama Bapak Hasanuddin berusia 45 
tahun pada tanggal 24 Januari 2018 pada pukul 15.00 mengungkapkan bahwa:42 
“pelayanan kesehatan di BPJS mengutamakan optimalisasi di fasilitas 
kesehatan pertama seperti, puskesmas, klinik dan dokter praktik yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat”. 
 
 
Ada beberapa tahap-tahap ataupun prosedur-prosedur pelayanan 
fasilitas tingkat pertama sebagai berikut: 
a. Ketentuan Umum 
1) Peserta terdaftar pada suatu fasilitas kesehatan tingkat pertama 
2) Peserta dapat memperoleh pelayanan di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama tempat peserta terdaftar sejak pembayaran iuran 
yang pertama 
3) Peserta menunjukkan kartu identitas BPJS Kesehatan setiap kali 
memanfaatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama 
4) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan 
tingkat pertama peserta terdaftar, kecuali pada kondisi : 
                                                          




a) Berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama 
peserta terdaftar 
b) Dalam keadaan darurat medis 
5) Peserta dianggap di luar wilayah, apabila peserta melakukan 
kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu, bukan 
merupakan keigiatan rutin. Peserta dapat memperoleh pelayanan 
kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat 
maksimal 3 (tiga) kali kunjungan 
6) Atas indikasi medis apabila peserta melakukan pelayanan 
kesehatan tingkat lanjutan, peserta akan dirujuk ke fasilitas 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan sesuai dengan sistem rujukan 
berjenjang 
7) Peserta dapat melakukan pindah fasilitas kesehatan tingkat 
pertama setelah 3 (tiga) bulan terdaftar pada puskesmas/praktik 
mandiri dokter/klinik pratama/rumah sakit kelas D pratama 
sebelumnya kecuali peserta yang pindah domisili kurang dari 3 
(tiga) bulan. 
8) Peserta yang melakukan pindah fasilitas kesehatan tingkat 
pertama pada tanggal 1 s/d akhir bulan berjalan, berhak 
mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama 
yang baru di bulan berikutnya. 
Berdasarkan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011: ketika pelayanan faskes kesehatan tingkat pertama tidak dapat menangani 
51 
 
pasien baik itu karena keterbatasan tenaga medis atau alat medis sehingga dapat 
dialihkan ke rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan lanjutan, tentunya untuk bisa 
ke rumah sakit harus mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan pertama.  
 Pak Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa mengenai tahap 
selanjutnya, setelah pihak kesehatan tingkat pertama tidak mampu menangani 
karena keterbatasan alat medis dan lain-lain, maka pihak kesehatan tingkat pertama 
memberikan rujukan untuk diarahkan ke fasilitas tingkat lanjutan untuk 
mendapatkan pelayanan di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.43 
Prosedur ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) 
a. Rawat jalan tingkat Lanjutan 
1) Peserta yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, 
wajib membawa kartu identitas peserta BPJS Kesehatan dan 
apabila diperlukan untuk eligibilitas peserta dapat menunjukkan 
identitas pribadi lain (seperti KTP, kartu keluarga dan SIM), dan 
memberikan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama 
ke Rumah sakit yang dirujuk. 
2) Rumah sakit menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan 
3) Setelah mendapatkan pelayanan rawaat jalan di fasilitas 
kesehatan rujukan tingkat lanjutan, peserta menandatangani bukti 
pelayanan kesehatan 
                                                          




4) Memperoleh pelayanan kesehatan 
5) Setelah mendapatkan pelayanan rawat jalan di fasilitas rujukan 
tingkat lanjutan, peserta menandatangani bukti pelayanan 
kesehatan 
6) Atas indikasi medis peserta dapat dirujuk ke Poli Spesialis lain 
dengan surat rujukan/konsul internal atau fasilitas kesehatan 
rujukan tingkat lanjutan lain dengan surat rujukan/konsul 
eksternal  
7) Surat rujukan diberikan atas indikasi medis untuk pengobatan ke 
FKRTL, selanjutnya bila masih dalam perawatan dan belum 
dirujuk balik ke FKTP untuk penyakitnya tersebut tidak 
dipelukan lagi surat keterangan masih dalam perawatan yang 
dibuat oleh dokter yang menangani di FKRTL 
8) Rujukan atas permintaan sendiri tidak dijamin oleh BPJS 
Kesehatan 
b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan 
1) Merupakan tingkat lanjut dari pelayanan FKTP, instalasi gawat 
darurat (IGD), dan Poli Rawat Jalan atau FKRTL lain. 
2) Peserta yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, atau 
peserta yang ditetapkan oleh dokter Poli Rawat Jalan untuk 
mendapatkan pelayanan rawat inap, wajib membawa kartu 
identitas pribadi lain (seperti KTP, kartu keluarga dan SIM) dan 
memberikan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama 
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ke rumah sakit yang dirujuk atau surat perintah rawat inap oleh 
dokter Poli Rawat Jalan 
3) Peserta melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan 
surat egibilitas peserta (SEP), maksimal 3 x 24 jam hari kerja 
sejak masuk rumah sakit atau sebelum pulang 
4) Peserta menandatangani bukti pelayanan setelah mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
5) Bagi peserta PBI jaminan kesehatan tidak diperkenankan memilih 
kelas yang lebih tinggi dari haknya 
6) Dalam hal peserta menginginkan kelas perawatan yang lebih 
tinggi daripada haknya, maka peserta dapat meningkatkan haknya 
dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar 
sendiri seluruh selisih antara biaya yang harus dibayar akibat 
peningkatan kelas perawatan 
7) Rujukan atas permintaan sendiri tidak dijamin oleh BPJS 
Kesehatan. 
Adanya lembaga kesehatan BPJS terhadap kesehatan masyarakat sangatlah 
membantu kalangan sosial tanpa kecuali. Dikarenakan BPJS berperan penting 
memberikan keringanan kepada masyarakat kalangan bawah dalam berkonsultasi 
terhadap berbagai gejala kesehatan yang dialaminya.  
BPJS kesehatan tentunya memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
pesertanya dengan jaminan kesehatan yang diberikan kepada pihak bpjs yang 
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bekerjasa sama dengan pihak puskesmas, klinik mapun rumah sakit atas hak yang 
harus di terima terhadap iuran yang menjadi kewajiban pesertas BPJS kesehatan.  
Adapun hasil wawancara mengenai pelayanan yang diberikan oleh pihak 
BPJS Kesehatan dari seorang peserta jaminan kesehatan yang bernama Ibu Suyanti, 
usia 35 tahun berprofesi ibu rumah tangga, pada 23 Desember 2017 pada pukul 
11.15 mengungkapkan bahwa:44 
“Selama menjadi peserta BPJS Kesehatan saya tidak pernah mendapatkan 
masalah dalam hal pelayanan. Saya merasa terbantu dengan dengan 
pelayanan yang diberikan pada saat saya dalam persalinan.” 
 
 
Akan tetapi, informan lain yang bernama bapak Rahmanuddin usia 54 tahun 
pada 23 Desember 2018 pada pukul 10.00, beliau mengungkapkan bahwa, BPJS 
hanya melayani sekitar 20 pasien pertama dalam sehari, selebihnya pasien urutan 
20 ke atas harus menjadi pasien umum walaupun sebenarnya pasien tersebut adalah 
pelanggan BPJS, pelayanan seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat karena 
mereka membayar iuran BPJS tiap bulannya, akan tetapi apabila pasien tidak 
mendapatkan urutan 20 dari pasien sebelumnya, maka mereka harus membayar 
uang cash dengan nilai yang cukup besar yakni sekitar kurang lebih Rp.300.000.45 
Hasil wawancaranya sebagai berikut : 
“Selama menjadi peserta BPJS, biasanya itu pelayanannya disini hanya 
untuk 20 orang yang mendaftar pertama, jadi sisanya 20 ke bawah itu 
diharus kan untu membayar lagi, sekitar 300.000 ribu setiap kali 
periksa”. 
 
                                                          
44Ibu Suyanti, peserta BPJS Kesehatan , wawancara, 23 Desember 2017 
45Pak Rahmanuddin, peserta BPJS Kesehatan, wawancara, 23 Desember 2017. 
55 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan mengenai mekanisme 
pelayanan BPJS Kesehatan berbagai pendapat yang dilontarkan, ada yang 
menyatakan bahwa mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. Ada pula informan yang menyatakan bahwa 
mekanisme pelayanan tersebut masih sangat kurang dalam pelayanannya, 
dikarenakan ada beberapa aturan yang mengutamakan pasien dan di batasi dalam 
pelayanannya, yang dimana semua peserta yang melakukan pelayanan memiliki 
hak yang sama. Namun hanya peserta pada urutan tertentu yang telah dibatasi untuk  
dilayani tanpa ada biaya tambahan, sedangkan untuk urutan selanjutnya dikenakan 
biaya tambahan untuk membayar. 
2. Implementasi Pelayanan BPJS Terhadap Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Menurut Islam 
Islam sebagai agama (Rahmatan lil Alamin) yang sempurna memberikan 
pedoman hidup kepada seluruh umat manusia terutama pemeluk agama Islam 
dalam mencakup berbagai aspek yaitu, aspek aqidah, akhlak, dan kehidupan 
bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial disadari ataupun tidak disadari, 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain. 
Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 
mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan 
yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.46 
                                                          




Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan untuk 
menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerja seluruh warga Indonesia. Regulasi 
mengenai penyelenggaraan BPJS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011 yang mana dinyatakan bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan jaminan sosial”. 
Tujuan pemerintah menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang 
dijalankan oleh BPJS adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan 
bagi semua masyarakat serta menghilangkan mafsadah (kerusakan). Sebagaimana 
yang tercantum dalam kaidah fiqhi mengenai teori kebijakan publik:47 
 َا ِﺔََﻠْﺼَْﻤﻟِ ٌطُﻮَﻣ ِﺔَﯿِﻋ ﺮﻟ ََﲆ ُف َﴫﺘﻟ  
Artinya:  




BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan sosial yang sudah mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 
dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sejak saat itu 
proses pentahapan peserta BPJS dimulai yang mana peserta Askes, Jamkesmas, 
Jamkesda, peserta TNI/Polri beserta keluarganya dialihkan ke BPJS Kesehatan. 
Bagi masyarakat yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan harus masuk 
karena kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib untuk masyarakat terutama bagi 
                                                          
47  Muhammad Ma’shum Zein, Qawaid Fiqhiyah Pengantar memahami nadzam Al 
Faroidul Baghiyah, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), h.10. 
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masyarakat yang kurang mampu yang belum termasuk dalam jamkesmas ataupun 
jamkesda untuk mengantisipasi biaya pengobatan yang sangat mahal ketika sakit.48 
Begitu juga untuk semua unit kesehatan yang diwajibkan ada program 
BPJS, dimulai dari fasilitas kesehatan pertama yang ada di kota maupun di pedesaan 
hingga fasilitas kesehatan tingkat lanjut wajib memberikan pelayanan bagi peserta 
program jaminan sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan. 
Seperti halnya di puskesmas Wonomulyo yang ada di Kecamatan 
Wonomulyo yang ada program BPJS di puskesmas tersebut. Banyak warga yang 
diperiksa dengan menggunakan BPJS sebagaimana pernyataan dari Ibu Muliyati 
usia 37 tahun, salah seorang petugas pelayanan program BPJS di puskesmas pada 
tanggal 25 Januari 2018 pada pukul 15.00 tersebut mengungkapkan bahwa:49 
"Di puskesmas ini setiap hari kurang lebih ada 50 orang periksa yang 
menggunakan BPJS baik itu di poli umum, gigi, anak maupun bagi ibu 
yang ingin melahirkan”. 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya antusiasme masyarakat terhadap 
program BPJS yang baru dibentuk oleh pemerintah sudah sangat tinggi. Oleh 
karena itu pihak BPJS maupun tingkat puskesmas harus memberikan pelayanan 
serta melaksanakan sistem sesuai yang telah dituliskan dalam Undang-Undang. 
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan asas kemanusiaan, 
manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
                                                          
48 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
49 Ibu Muliyati, petugas Puskesmas, wawancara, 25 Januari 2018. 
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Penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang ada di BPJS Kabupaten 
Polewali Mandar sudah melaksanakan tiga sistem jaminan sosial sesuai dengan 
hasil wawancara terhadap salah satu peserta BPJS di Kabpaten Polewali Mandar 
yang bernama Ibu Nurul usia 35 tahun, pada tanggal 23 Desember 2017 pada pukul 
09.37 menyatakan bahwa:50 
“Dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan yang ada di puskesmas saya 
merasa puas karena telah diberikan pelayanan semaksimal mungkin, 
dihargai dan tidak dikucilkan bahkan tidak dilalaikan oleh petugas yang 
ada di puskesmas”. 
 
 
Implementasi program BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan 
kesehatan bertujuan untuk membantu dan meringankan masyarakat dalam hal 
pembiayaan kesehatan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dari BPJS 
Kesehatan yaitu prinsip tolong-menolong. Sesuai dengan firman Allah swt dalam 
Q.S. al-Maidah : 2:51 
 ۖ َ   ْاﻮُﻘ ﺗ َو ِۚن &َوۡﺪُۡﻌﻟ
 َو ِۡﰒ +
ۡﻻ  ََﲆ ْاُﻮﻧَوﺎََﻌﺗ َﻻَو ٰۖىَﻮۡﻘﺘﻟ َو ِ ِّۡﱪﻟ  ََﲆ ْاُﻮﻧَوﺎََﻌﺗَو
 ُﺪﯾِﺪَﺷ َ   ن +
ا ِبﺎَﻘِۡﻌﻟ  
Terjemahnya: 
 
“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran.” 
Berdasarkan pernyataan diatas bahwa program BPJS memberikan 
kontribusi kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang jaminan kesehatan, 
                                                          
50 Ibu Nurul, peserta BPJS Kesehatan, wawancara, 23 Desember 2017. 
51  Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 
2011), h. 107. 
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sehingga dengan adanya program tersebut memberikan syafaat kepada peserta 
BPJS Kabupaten Polewali Mandar.  
3. Pandangan Islam Terhadap Sistem Pelayanan Jaminan Melalui 
Sistem Iuran 
BPJS mengelola aset jaminan sosial. UU BPJS mewajibkan BPJS untuk 
memisahkan pengelolaan aset, yaitu aset BPJS dan aset dana jaminan sosial (DJS). 
UU BPJS tidak memberi penjelasan mengapa wajib dipisahkan.52 
Pengelolaan aset jaminan sosial oleh BPJS berbeda dengan pengelolaan aset 
jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial pada era pra SJSN. Sesuai 
dengan kaidah badan usaha pro laba, PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek 
(Persero) tidak memisahkan aset dana jaminan sosial dari aset badan 
penyelenggara.53 
Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS 
Kesehatan, aset BPJS Kesehatan bersumber dari modal awal pemerintah yang 
merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal 
awal BPJS Kesehatan dari pemerintah dengan nominal paling banyak Rp. 
2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN).  
Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, aset dana jaminan sosial 
bersumber dari iuran yang dibayar oleh peserta BPJS setiap bulannya. Aset dana 
                                                          
52 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 40 ayat 2 
53 Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 
(Jakarta: CV. Komunitas Pejaten Mediatama, 2014), h. 28. 
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jaminan sosial digunakan untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan 
jaminan sosial. 
Perpres No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa iuran 
jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh 
peserta, pemberi kerja dan atau/pemerintah untuk program jaminan kesehatan. 
Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat sampai tanggal 10 setiap bulannya. 
Iuran BPJS Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 
16 pembayar iuran dibedakan menjadi tiga yaitu:  
a. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah. 
b. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah dibayar 
oleh pemberi kerja dan pekerja. 
c. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah 
dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta atau pihak lain atas 
nama peserta. 
Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan 
peserta bukan pekerja terdapat pilihan pembayaran iuran dilihat dari tingkat 
kelasnya yaitu kelas I, kelas II, dan kelas III. Besaran pembayaran iuran 
berdasarkan tingkat kelasnya: 
a. Kelas I, iuran bulanan yang harus dibayar sebesar Rp. 80.000 
b. Kelas II, iuran bulanan yang harus dibayar sebesar Rp. 51.000 
c. Kelas III, iuran bulanan yang harus dibayar sebesar Rp. 25.500. 
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Sedangkan untuk peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) serta 
penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah membayar iuran sebesar Rp. 23.000 
setiap bulannya untuk semua kelas. 
Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibayar melalui bank-bank 
yang ditunjuk oleh pemerintah seperti BRI, BNI, BTN dan Bank Mandiri dengan 
sistem virtual account (VA) Keluarga. Sistem virtual account (VA) Keluarga adalah 
sistem tagihan iuran yang bersifat kolektif untuk seluruh anggota keluarga 
sebagaimana yang terdaftar pada kartu keluarga dan atau yang sudah didaftarkan 
sebagai anggota keluarga.54 Sistem virtual account ini membantu peserta BPJS 
dalam melaksanakan pembayaran iuran, dengan cara memasukkan nomor kartu 
salah satu peserta dalam satu keluarga di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. 
Hasil wawancara dengan salah satu petugas BPJS Kesehatan Kabupaten 
Polewali Mandar mengenai iuran yang dibebankan kepada masyarakat yang 
bernama Bapak Hasanuddin mengemukakan bahwa:55 
“kami dari pihak BPJS memberikan pilihan kelas kepada masyarakat 
yang ingin menjadi peserta BPJS, yaitu kelas I, kelas II dan kelas III. 
Pembagian kelas ini kami berikan supaya para peserta dapat terbantu 
dan meringankan beban masyarakat dalam membayar iuran tersebut” 
 
 
                                                          
54 Buku Panduan Layanan Bagi Peserta JKN-KIS. 




Hal ini berbalik dengan pengakuan seorang peserta BPJS yang bernama 
Bapak Hamzah usia 35 tahun, pada tanggal 24 Desember 2017 pada pukul 
10.00 mengemukakan bahwa:56 
“Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS di 
puskesmas. Namun, iuran yang kami bayar setiap bulannya sangatlah 
memberatkan meskipun saya peserta kelas III. Karena iuran yang harus 
di bayar setiap bulannya sebesar Rp. 102.000 dari empat peserta yang 
ada di keluarga saya. Dimana pendapatan yang saya dapatkan tidak 
menentu setiap bulan.” 
 
 
Iuran yang telah bayar oleh peserta BPJS Kesehatan akan disimpan di bank 
yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Setelah iuran terkumpul BPJS akan mengelola 
dana tersebut untuk pembayaran manfaat atau pembiayaan pelayanan jaminan 
sosial.57 
Dilihat dari hasil penelitian diatas adanya iuran yang diberikan BPJS kepada 
pesertanya masih sangat memberatkan, terkhusus untuk masyarakat miskin. 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, yang dimana 
kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara yang harus diperhatikan dan di 
tanggung oleh negara.  
Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin mengenai denda/sanksi 
keterlambatan membayar iuran mengemukakan bahwa:58 
“Pihak BPJS Kesehatan memberikan denda sebesar 2,5% dari total 
iuran yang akan ditagihkan saat mendapatkan pelayanan kesehatan di 
                                                          
56 Bapak Hamzah, peserta BPJS Kesehatan, wawancara, 24 Desember 2017. 
57 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 43 




setiap fasilitas kesehatan apabila mengalami keterlambatan membayar 
pada tanggal 10 setiap bulannya. Denda yang kami berikan bertujuan 
agar para peserta disipilin dalam membayar iuran setiap bulan dan tidak 
ada lagi penunggakan.” 
 
 
BPJS Kesehatan dalam memberlakukan denda/sanksi keterlambatan 
membayar iuran berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan 
Kesehatan. Aturan baru ini diatur apabila peserta menunggak membayar iuran 1 
(satu) bulan, maka statusnya sebagai peserta akan dinonaktifkan secara otomatis 
oleh sistem. Untuk mengaktifkannya kembali peserta terlebih dahulu membayar 
iuran yang tertunggak.59 Dan peserta tidak akan dikenakan denda keterlambatan 
sebesar 2% (dua persen) per bulan seperti peraturan yang lama. Namun, peserta 
akan dikenakan denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali biaya rawat inap 
dan dikalikan lagi dengan jumlah bulan yang tertunggak. Denda akan berlaku jika 
dalam 45 hari sejak kartu BPJS diaktifkan kembali untuk menjalani rawat inap. 
Menurut pandangan Islam negara wajib untuk menjamin kebutuhan kolektif 
masyarakat secara adil tanpa adanya perbedaan kaya ataupun miskin. Islam 
memandang individu manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
masyarakat. Masyarakat dipelihara oleh negara hingga menjadi masyarakat cerdas, 
sehat, kuat dan aman. Pada tataran aktual dalam Islam, pelayanan kesehatan 
termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh negara secara 
gratis, sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:60 
                                                          
59 Perpres No. 19 Tahun 2016 
60 Shahih Muslim, Hadist No. 3408. 
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 ٍﺪْﯿِﻌَﺳ ُﻦ9ْ ُﻪَﺒَْﯿ<ُﻗ َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ ٍﺢْﻣُر ُﻦ9ْ ُﺪ ﻤَﺤُﻣ َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ و ح ُﺚَْﯿﻟ َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ
 ﻻF  َلَﺎﻗ ُﻪ ﻧF  َ ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ ُ ا ﲆَﺻ ِِّﱯﻨﻟا ْﻦَﻋ َﺮ َُﲻ ُﻦْ9ا ْﻦَﻋ  ٍﻊِﻓNَ ْﻦَﻋ ُﺚْﯿ ﻠOا
 ََﲆ ي ِ Qا ُﲑِﻣFSَْﺎﻓ ِﻪِﺘﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلﻮُﻌْﺴَﻣ ُْﲂُﳇَو ٍعاَر ُﲂُﳇ َﻮُﻫَو ٍعاَر ِسَﺎﻨﻟا 






“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan 
kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami Laits 
dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa 
beliau bersabda: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap 
kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin 
yang memimpin manusia akan bertanggungjawab atas rakyatnya (HR. 
Imam Muslim No. 3408) 
 
 
Praktik pelayanan kesehatan secara gratis telah di contohkan oleh 
Rasulullah saw. sebagai kepala negara dan juga pada zaman Khulafaurrasyidin. 
Hal ini terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:61 
 َﺚََﻌﺑ َلَﺎﻗ ٍﺮ9ِﺎ[َ ْﻦَﻋ َنَﺎ\ْﻔُﺳ ِﰊF  ْﻦَﻋ ُﺶَْﲻFSْا َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ ََﺔﯾِوﺎَﻌُﻣ ُﻮﺑF  َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ
 ُﰒ ًﺎﻗْﺮِﻋ ُaَ َﻊَﻄََﻘﻓ ًﺎcdِﺒَﻃ ٍﺐْﻌَﻛ ُﻦ9ْ َِّﰊh  َﱃ +
ا َ ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ ُ ا ﲇَﺻ ِ ا ُلﻮُﺳَر
 ُﻩاَﻮَﻛ ِﻪَْﯿَﻠ  
Artinya:  
“Telah bercerita kepada kami Abu Mu’awiyah telah bercerita kepada 
kami al-A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata; Pernah Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus seorang dokter kepada Ubay bin 
Ka’ab, kemudian dia memotong salah satu urat tubuhnya dan 
                                                          
61 Shahih Imam Ahmad, Hadist No. 13860. 
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mengobatinya dengan cara kay (metode pengobatan dengan sundutan 
besi panas) (HR. Imam Ahmad No.13860). 
 
 
Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw. sebagai kepala negara 
Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara 
mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari 
rakyatnya.  
Indonesia sebagai negara mayoritas muslim sebaiknya memberikan jaminan 
kesehatan kepada masyarakatnya seperti yang telah dipraktekkan pada zaman 
Rasulullah, yaitu dengan memberikan jaminan kesehatan secara gratis. Adapun 
dana untuk jaminan kesehatan diperoleh dari sumber-sumber pemasukan negara 
yang telah diatur dalam Islam, seperti pemungutan zakat, infaq dan sedekah. 
MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadai ulama, 
cendekiawan, dan zuama Muslim di Indonesia yang bertugas untuk membimbing, 
membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Tanah Air itu, tentu tidak 
serta merta mengeluarkan fatwa. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
memutuskan bahwa penyelenggaraan Badan Penyenggara Jaminan Sosil (BPJS) 
Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam baik dalam hukum syariatnya. Merujuk 
pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang 
dikeluarkan melalui ijtima’ ulama komisi fatwa se-Indonesia V yang 
diselenggarakan di pondok pesantren at-Tauhidiyah, Cigura, Tegal, Jawa Tengah 
pada tanggal 19-22 Sya’ban 1436 H/7-10 Juni 2015. 
Fatwa MUI terkait BPJS Kesehatan tercantum dalam keputusan komisi B-
2, terkait masalah fikih kontemporer, tentang panduan jaminan kesehatan nasional 
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dan BPJS Kesehatan. Dalam keputusan itu di deskripsikan bahwa MUI 
memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS 
Kesehatan, khususnya dari fikih mu’amalah. MUI kemudian merumuskan beberapa 
masalah yang ada di BPJS Kesehatan yaitu, adanya gharar (ketidakjelasan), maysir 
(judi), dan riba (kelebihan).62 
Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk 
merugikan orang lain. Hadist tentang gharar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
yaitu:63 
 ُﻦْ9 َﲕ َْﳛَو َْﺲoِرْد +
ا ُﻦْ9 ِ ا ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ َﺔcَْdَﺷ ِﰊF  ُﻦْ9 ِﺮَْﻜ9 ُﻮﺑF  َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ َو  َﺳ ٍﺪﯿِﻌ
 َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ ُaَ ُﻆْﻔ ﻠOاَو ٍبْﺮَﺣ ُﻦْ9 ُْﲑَﻫُز َِﲏﺛ ﺪ@َ و ح ِ ا ِﺪْﯿَﺒُﻋ ْﻦَﻋ َﺔَﻣﺎَﺳh  ُﻮﺑF َو
 ُلﻮُﺳَر ﻰwََﳖ َلَﺎﻗ َةَﺮzَْﺮُﻫ ِﰊF  ْﻦَﻋ ِدNَ ِّﺰﻟا ُﻮﺑF  َِﲏﺛ ﺪ@َ ِ ا ِﺪْﯿَﺒُﻋ ٍﺪْﯿِﻌَﺳ ُﻦ9 ﲕَْﳛ
 َﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ ا ﲆَﺻ ِ ا ِرَﺮَْﻐﻟا ِﻊَْﯿﺑ ﻦَﻋ َو ِةﺎَﺼَْﺤﻟا ِﻊَْﯿﺑ ْﻦَﻋ ﲅ  
Artinya: 
“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id 
serta serta Abu Usamah dan Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh 
darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari 
Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu az-Zinad dari al-A’raj 
dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli 
dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur 
penipuan. (HR. Muslim No. 2783). 
 
 
                                                          
62 Lutfi, Praktek BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Lisan 
al-Hal, Vol. 8 No. 2, Desember 2016 
63 Shahih Muslim, Hadist No. 2783. 
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Unsur gharar yang yang ada pada BPJS Kesehatan yaitu peserta melakukan 
pembayaran iuran setiap bulan. Namun peserta apabila tidak melakukan 
pembayaran hanya 1 (satu) bulan maka seluruh hak menjadi peserta akan 
dinonaktifkan secara otomatis pada sistem BPJS. Peserta merasa dirugikan dengan 
pemberlakuan peraturan tersebut, karena peserta setiap bulan membayar iuran tanpa 
ada kejelasan besaran jumlah yang telah disimpan. Pada saat peserta tidak 
melakukan pembayaran/menunggak minimal 1 (satu) bulan tidak mendapat 
pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS 
Kesehatan.  
Maysir adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau 
spekulatif yang tinggi. Unsur maysir terdapat pada firman Allah Q.S. al-Baqarah 
(2): 219:64 
 َۡﺴo ﻦِﻣ َُﱪۡﻛF  ٓﺎَﻤُﻬُۡﻤﺛ
+
اَو ِسﺎﻨﻠOِ ُﻊِﻔ &ََﻣَو ٞﲑِﺒَﻛ ٞۡﰒ +
ا ٓﺎَﻤِﳱِﻓ ُۡﻞﻗ ِِۖۡﴪdَۡﻤﻟ َو ِﺮۡﻤَۡﺨﻟ  ِﻦَﻋ ََﻚﻧُﻮﻠ
 َۡﺴoَو ۗﺎَﻤِﻬِﻌۡﻔ ﻧ َﻔََﺘﺗ ُۡﲂﻠََﻌﻟ ِﺖ &َٓﯾ ٔSۡ
  َُُﲂﻟ ُ   ُ ِّﲔَُﺒﯾ َِ &َﺬَﻛ َۗﻮۡﻔَۡﻌﻟ
  ُِﻞﻗ َۖنﻮُﻘِﻔُﻨﯾ اَذﺎَﻣ ََﻚﻧُﻮﻠ ﻜ  َنوُﺮ 
Terjemahnya: 
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. “Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dar manfaatnya”. dan 
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah, “yang lebih dari keperlua.” Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.” 
 
 
                                                          
64  Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 
2011), h. 35. 
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Unsur maysir yang ada pada BPJS Kesehatan ada pada masalah kesehatan. 
Peserta yang sehat dan belum pernah sakit merasa dirugikan, karena peserta 
membayar setiap bulan tidak dapat melakukan klaim terhadap BPJS Kesehatan. 
Peserta yang sakit akan merasa diuntungkan karena dapat melakukan klaim 
terhadap BPJS Kesehatan meskipun baru melakukan pendaftaran dan menjadi 
peserta BPJS.  
Riba rtinya bertambah, berkembang atau utuh. Menurut istilah riba berarti 
pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Unsur riba yang 
ada di BPJS yaitu terdapat pada pembayaran iuran. Sebagaimana yang telah 
diketahui dalam pembayaran iuran masih adanya unsur riba yakni pihak BPJS 
masih memberikan beban bunga kepada anggotanya yang terlambat melakukan 
pembayaran iuran sebesar 2,5% selama 45 hari untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan rawat inap.  
4. Tinjauan Islam Terhadap Monopoli BPJS Kesehatan 
Istilah monopoli berasal dari bahasa Inggris yaitu monopoly dan istilah 
tersebut menurut sejarahnya, monopoli berasal dari bahsa Yunani yaitu “monos 
polein” yaitu sendirian menjual. Monopoli merupakan masalah yang menjadi 
perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. 
Sebetulnya monopoli itu sendiri bukaan merupakan suatu kejahatan atau 
bertentangan dengan hukum, jika diperoleh dengan cara-cara yang fair  dan tidak 
melanggar hukum. Akan tetapi yang dilarang dalam monopoli adalah praktek 
monopoli itu sendiri untuk mengguanakan kekuatannya di pasar bersangkutan. 
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Monopoli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ihtikar. Al-Ihtikar 
secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau 
tempat untuk menimbun. Al-Ihtikar secara terminologi adalah menahan 
(menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan 
menaikkan harga serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. 
Islam memandang monopoli hukumnya haram sebagaimana dikemukakan 
oleh ulama kalangan Hanabilah, Malikiyyah, Hanafiyyah, dan mayoritas 
Syafi’iyyah. Pelarangan melakukan monopoli dan melakukan kegiatan usaha secara 
tidak sehat sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam al-Qur’an Surat an-Nisa (4): 
29:65 
 ََﺮ ﻦَﻋ ًةَﺮ &ـ َِﲡ َنﻮَُﻜ نF  ٓ ﻻ +
ا ِﻞِﻄ &َۡﺒﻟ
 ِﺑ َُﲂۡdَﺑ َُﲂﻟ &َﻮۡﻣF  ْاﻮُُۡٔﳇَﺗ َﻻ ْاُﻮَﻣاَء َﻦz ِ
Q  َﺎ ﳞFٓ &َﯾا ٖض
 ٗﳰِﺣَر ُۡﲂ9ِ َنَﰷ َ   ن +
ا ۚ ُۡﲂَﺴُﻔﻧF  ْاُﻮﻠ<َُۡﻘﺗ َﻻَو ۚ ُۡﲂ ِّﻣ  ﺎ  
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
 
 
Adapun pengharaman melakukan monopoli dan melakukan kegiatan secara 
tidak sehat terdapat pula dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 
Ma’mar bin Abdullah:66 
                                                          
65  Al-‘Alim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 
2011), h. 84. 
66 Shahih Muslim, Hadist No. 3013. 
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 ِﱻَﻌْﺷFSْا وٍﺮ َْﲻ ُﻦ9ْ ُﺪْﯿِﻌَﺳ َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ  ُﻦْ9 ِﺪ ﻤَﺤُﻣ ﻦَﻋ َﻞﯿِﻌ َْﲰ +
ا ُﻦْ9 ُِﰎﺎ@َ َﺎَﻨﺛ ﺪ@َ
 ْﻦَﻋ ِﺐdَﺴُْﻤﻟا ِﻦ9ْ ِﺪْﯿِﻌَﺳ ﻦَﻋ ٍءﺎَﻄَﻋ ِﻦ9ْ وِﺮ َْﲻ ُﻦْ9 ِﺪ ﻤَﺤُﻣ ﻦَﻋ َنَﻼ َْﲺ
 ُﺮَِﻜﺘ َْﳛ َﻻ َلَﺎﻗ َ ﲅَﺳَو ِﻪَْﯿَﻠ ُ ا ﲆَﺻ ِ ا ِلﻮُﺳَر ﻦَﻋ ِ ا ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْ9 ِﺮَﻤْﻌَﻣ
ﺎَ ﻻ
+
ا ٌﺊِﻃ  
Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amru al-Asy’ats telah 
menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari Muhammad bin 
‘Ajlan dari Muhammad bin ‘Amru bin ‘Atha dari Sa’id bin Musayyab 
dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah orang yang menimbun barang, 
melainkan ia berdosa karenanya.” (HR. Muslim No. 3013). 
 
 
BPJS Kesehatan terbentuk sesuai dengan Undang-Undang SJSN yang 
diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mengelola asuransi sosial di Indonesia. BPJS 
merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. 
BPJS terbagi menjadi dua jenis yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan 
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan 
kesehatan.67  BPJS diberikan hak monopoli oleh pemerintah untuk menjalankan 
program asuransi sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
BPJS Kesehatan. 
                                                          
67  Dewi Cahyandari, Istislam, Jazim Hamidi, Hak Monopoli Negara Dalam 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Negara Kesejahteraan, Jurnal. 
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Mengenai pemberian hak monopoli pemerintah kepada BPJS diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 ayat (a) menyatakan yang dikecualikan dari 
ketentuan Undang-Undang ini adalah: 
(a) Perbuatan dan/atau perjanjian yang berujuan melaksanakan 
peraturan perundang-undangan. 
Mengenai pengaturan pelaksanaan monopoli diatur di dalam Pasal 51 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat: 
“Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan 
produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai 
hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan diselenggarakan oleh 
Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha atau lembaga yang 
dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah” 
 
 
Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 setiap warga 
Indonesia serta warga negara asing yang bekerja paling lama enam bulan di 
Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Adanya kewajiban masyarakat untuk 
menjadi anggota BPJS Kesehatan menyebabkan monopoli dalam pelayanan 
jaminan kesehatan.  
Pemberi kerja dalam hal ini pemilik perusahaan merasa dirugikan dengan 
adanya Undang-Undang BPJS Pasal 15 hingga Pasal 18 yang mewajibkan pemberi 
kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS, apabila pemberi 
kerja tidak mendaftarkan pekerjanya akan mendapatkan sanksi berupa teguran 
tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik. Pasal 19 ayat 1 
72 
 
Undang-Undang BPJS mewajibkan pemberi kerja memungut iuran yang menjadi 
beban peserta dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi pekerja yang melanggar 
ketentuan tersebut akan dikenai denda yang diatur dalam Undang-Undang BPJS 
Pasal 55 denda yang didapatkan berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun dan denda uang paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).  
Kewajiban tersebut membuat BPJS menjadi pilihan utama dan pertama 
masyarakat dalam pilihan asuransi untuk mendapatkan pelayanan jaminan 
kesehatan. Kebijakan ini berimbas langsung kepada penyedia jasa layanan 
kesehatan yang lain dalam hal ini asuransi swasta. Pihak asuransi merasa dirugikan 
dengan adanya kewajiban tersebut karena masyarakat diwajibkan menjadi peserta 
BPJS dalam hal pemberian pelayanan jaminan kesehatan dan menyebabkan pihak 
asuransi tidak dapat menjalankan usaha merekan dengan baik. 
Berdasarkan penelitian diatas sebagian besar bahwa terjadi monopili di 
dalam BPJS Kesehatan di Polewali Mandar terdapat unsur paksaan didalamnya 
yang dimana setiap masyarakat diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan 
dengan alasan untuk meringankan beban biaya rumah sakit. Akan tetapi dalam 
Islam yang kita ketahui bahwa dalam setiap kegiatan muamalah  dilarang ada unsur 






Dari permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait kebijakan BPJS 
Kesehatan dalam pelayanan jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten 
Pulewali Mandar dapat disimpulkan bahwa : 
1. Makanisme pelayanan BPJS Kesehatan telah sesuai dengan prosedur yang 
telah dirumuskan dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan. Mekanisme 
pelayanan dimulai dengan fasilitas tingkat pertama yaitu meliputi puskesmas, 
klinik dan dokter praktek yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 
Tahap selanjutnya apabila fasilitas tingkat pertama tidak mampu menangani 
karena keterbatasan tenaga dan alat medis, pihak fasilitas tingkat pertama 
memberikan rujukan ke fasilitas tingkat selanjutnya untuk mendapatkan 
pelayanan di rumah sakit. 
2. Implementasi pelayanan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat memberikan 
kontribusi kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang jaminan 
kesehatan, sehingga dengan adanya program tersebut memberikan syafaat 
kepada peserta BPJS Kabupaten Polewali Mandar.   
3. Sistem pelayanan jaminan melalui sistem iuran yang di terapkan oleh BPJS 
Kesehatan terbagi atas tiga kelas/kategori; kelas I iuran yang dibayar sebesar 
Rp. 80.000; kelas II iuran yang harus dibayar sebesar Rp. 51.000, dan kelas 
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III iuran yang harus dibayar sebesar Rp. 25.500. pembayaran iuran peserta 
BPJS Kesehatan dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Namun, 
penerapannya masih terdapat adanya unsur riba, maysir, dan gharar dalam 
sistem pembayaran iuran yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 
4. BPJS Kesehatan mendapatkan hak monopoli dari pemerintah berdasarkan 
Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BPJS mewajibkan setiap warga 
negara Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan. Adanya kewajiban 
masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan menyebabkan adanya 
monopoli di BPJS Kesehatan. Akan tetapi dalam Islam yang kita ketahui 
bahwa dalam setiap kegiatan muamalah dilarang ada unsur paksaan 
didalamnya. 
B. Saran 
1. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat ditambahkan 
bahwa sebaiknya pelayanan BPJS selalu memperhatiakan prioritas kebutuhan 
masyarakat yang terdaftar sebagai anggota BPJS kesehatan, karena apa yang 
menjadi hak mereka harus terpenuhi dengan baik sebab iuran masyarakat 
tidak pernah telat dalam hal pembayaran. 
2. Diharapkan BPJS kesehatan dapat menjadi contoh lembaga yang selalu 
konsisten dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
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A. Kantor BPJS 
1. Kapan sejarah berdirinya BPJS? 
2. Apa visi misi dari BPJS? 
3. Berapa jumlah peserta BPJS di Kabupaten Polewali Mandar? 
4. Berapa jumlah fasilitas kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) yang bekerja sama dengan 
BPJS? 
5. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak BPJS dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada peserta? 
6. Bagaimana konsep pelayanan jaminan kesehatan BPJS yang telah diberikan kepada 
masyarakat? 
7. Apakah ada konsep khusus oleh BPJS untuk pelayanan jaminan kesehatan terhadap 
masyarakat? 
8. Apakah ada kriteria yang diberikan pihak BPJS untuk pelayanan jaminan kesehatan terhadap 
masyarakat?? 
9. Bagaimana sistem pelayanan BPJS dalam hal pelayanan kesehatan terhadap masyarakat? 
10. Apakah pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan 
prosedur yang berlaku?? 
11. Apakah ada perbedaan pelayanan kesehatan setiap kategori/kelas yang diberikan dari pihak 
BPJS? 
12. Dalam hal mengklaim, bagaimana masyarakat melakukan klaim kesehatan terhadap BPJS?  
13. Apa bedanya jaminan kesehatan swasta dengan jaminan kesehatan dari pemerintah? 
14. Bagaimana dengan dana masyarakat yang telah melakukan pembayaran dan tidak pernah sakit 
lalu tiba-tiba meninggal? 




1. Apa yang anda ketahui tentang BPJS? 
2. Apa yang menyebabkan  bapak/ibu tertarik menjadi anggota BPJS? 
3. Kategori apa yang bapak/ibu ikuti? 
4. Berapa biaya iuran yang bapak/ibu bayar selama sebulan? 
5. Apakah iuran yang bapak/ibu bayar memberatkan? 
6. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya pembagian kelas dalam BPJS? 
7. Dalam hal pelayanan, bagaimana pelayanan yang bapak/ibu rasakan selama menjadi peserta 
BPJS? 
8. Apakah ada masalah yang bapak/ibu rasakan selama menjadi peserta BPJS? 
9. Kita kembali pada iuran, apakah iuran yang dibebankan oleh pihak BPJS ada denda yang 
harus dibayar? 
10. Kalau ada apakah sudah sesuai dengan Islam? 
11. Sudah tepatkah bantuan jaminan kesehatan ini yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS 
kepada masyarakat? 
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